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Abstrak
 

Permasalahan penyebaran HIV/AIDS semakin memprihatinkan dan dapat menghancurkan hasil-hasil

pembangunan yang telah dicapai. Upaya penanggulangannya melalui Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS

sering mendapatkan penolakan dari masyarakat luas mengingat karaktreristik cara penularannya. Fokus

Evaluasi Proses Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah faktor pihak atau

aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, faktor interaksi

diantara pihak atau aktor tersebut, dan sumber atau dukungan dana penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut dalam rangka pemahaman mengenai pembuatan kebijakan

penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, digunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

yang menggunakan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Faktor Pihak atau aktor yang terlibat dalam

pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dilihat dari keterlibatan dalam upaya penanggulangan dan

khususnya keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Masih banyak pihak atau aktor penting yang tidak

terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat tidak mengakomodasi

kepentingan yang seluas mungkin mewakili kelompok-kelompok yang terlibat. Interaksi diantara pihak atau

aktor berjalan dengan baik bahkan karena adanya kedekatan hubungan diantara para pihak atau aktor

tersebut sering kali pertemuan atau rapat diadakan secara informal. Secara teknis dalam pertemuan atau

rapat pembuatan kebijakan publik, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan dan UNAIDS,

lebih mendominasi jalannya berbagai pertemuan dan rapat. Dan dilihat dari nilai-nilai kepentingan yang

diakomodasi dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS, nilai-nilai kesehatan masyarakat dirasakan

dominan.Besarnya keterlibatan dan pengaruh akademisi serta praktisi dalam pembuatan kebijakan

penanggulangan HIV/AIDS dan lemahnya keterlibatan masyarakat secara luas menjadikan model

pembuatan kebijakannya adalah model rasional komprehensif, karena selain dibuat para ahli dengan sedikit

kepentingan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia merupakan kebijakan terobosan. Faktor

sumber atau dukungan dana memperlihatkan bahwa dana penanggulangan didominasi bantuan luar negeri

yang penggunaannya secara prosedural harus melalui bimbingan teknis lembaga internasional. Dominasi

pembiayaan yang berasal dari luar negeri tidak baik bagi upaya penanggulangan dari segi kontinuitas dan

a\terakomodasinya kepentingan-kepentingan dalam negeri. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus

membuka akses seluas mungkin dalam perlibatan pembuatan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Selain

itu KPA juga harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjaring dana dalam negeri. Pada akhirnya

komitmen pemimpin merupakan hal penting untuk mengawali kondisi yang baik dalam proses pembuatan

kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

<hr>

The HIV and AIDS epidemic spread out rapidly and threatening the development in Indonesia. The

alleviation program through HIV and AIDS policy oftenly gets denial from the people, it is happen because

of the HIV transmission of this disease.
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Focus of the HIV and AIDS Policy Making Process in Indonesia are actors or stakeholders factors involved

in the policy making process in Indonesia, interaction factor of the stakeholders, and financial support for

the program. The Descriptive Research with qualitative approach and quantitative research is chosen to

explain the policy making process factors. Actors or stakeholders factor involved in the policy making

process can be assessed by the involvement in the prevention program and policy making. Many parties or

actors were not involved in the policy making process, therefore the policy could not accommodate all

people interests. Interaction of parties or actors run very smooth because they are having close relations and

oftenly share ideas on the formal and informal meetings. National AIDS Commission, Ministry of Health

and UNAIDS technically dominating the meetings among stakeholders. When we overview the values

accommodated on the HIV and AIDS policy, the most accommodated value is health value. The dominate

of experts in the HIV and AIDS policy turn the policy into rational comprehensive model, because it is made

by expert who has low interest in the HIV and AIDS policy and it is also called cross cut policy. Resource

factor or financial support shows that fund for HIV and AIDS is dominated by international funding, where

the management should follow the international agencies regulations. International fund domination make

uncontinuity program and low local value interest. The National AIDS Commission (NAC) should be

scaling up access in policy making process. Besides that, NAC should be able to increase capacity in

international resource mobilization. In the end, leadership commitment is an important thing to start good

climate in HIV and AIDS policy making process.


